Menimbang :

Menzingat

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR
DENGAN RAIMAT TUIIAN YANG MAIA ESA

WAL IKOTA PAILEMBANG

a.bahwa dalam wupaya wmeningkatkan pelayanan kepada ma-

syarakal dibidang perparkiran guna Lterwujudnya kelan-
caran, keamanan dan ketertiban lalu lintas seria
manultup besarnya biaya pepyedisan jasa perparkiran,
perlu dipungut retribusi parkir bagi kendraan yang
memanfTaatkan badan jalan sebagai tempal parkirg

b.bahwa besarnya relribusi parkir sebagaimana diatur dan

ditetapkan dalam Peralauran Daeral Nower 5 Tahun 1996
jo Perslauran Daerah Nomor 9 Tahum 2000 tentang Re-
tribusi Tempal Parkir EKendaraan, yang sudah tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, perlu
diadakan peninjauvan untuk diperbaharui;

c.bahwa untuk memenuiii maksud levsebut, perlu diatur dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

1. Undang-undung Nomoyr 28 Tahun 1959 Lentang Pembentukan

baerah Tingkat 11 dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negura Nomor 1913).

2.Undang-undang Nomer 13 Tahun 1980 tentang Jalan

{Lembaran Negara R1 Tahun 1880 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3186).

J.Undang-undang Nomor 14 “Tahun Tehun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lmbaran Negara RT Tahun
1992 Nomor 49, Tambalian Lembaran Nepara Nomor 3480).

4 .Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

bPaerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomar 60, Tamba-
han Lembaran Negara Nomor 3839).

5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 19299 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusatl dan Paerah (Lembaran
Nepura RI Tahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848).

Jdindang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tembaran Negera Tahun 2000
Nomoer 246, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4048) .

T.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan

(Lembaran Negaran BRI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3293).

8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang

Prasarana dan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 1963
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529).

9.Peraturan Pemerintah Nomovr 25 Tahun 2600 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewepangan Pemerintah Pro-
pinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaranm Negara RI1 Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negars Nomor 3848).

10.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor
[19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).



Menctapkan

Y.

l1.Keputusan Presiden RT Nomor 44 Tahun 1999 Lentang

Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Jdan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

1Z.Peraluran Daerah Kolamdya Daerah Tingal 11 Palembang

Nomor 4 Tahun 199G tentang Pengelolaan Tempal Parkir
Kendaraan dalam Kotamadys Daerah Tingkat 11 Palembang.

13.TPeraluran Daerah Kola Palembang Nomor 22 Tahun 2000

Ltenlang Kewensngan Pemerintah Kota Palembang.

l4.Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001

lenlang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi
dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

15.Peraturan Daerah Kots Palembang Nomor 2 Tahun 20062

tentang Pengelolsan Kevangan Daerah.

i6.Feraturan Daerah Kota Palembang Nomor lngahun 2002

tentang Perubahan Pertlumz Peraturan Daerah Xotamadya
Daerah Tingkat II Palembang Nomor 4 Tahun 1995 lenlang
Pengelolaan Tempat Parkii Kendaraan Dalam Kotlamadya
Daerah Tingkal 11 Palembang.

Dengan Perselujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSEKAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI
PARKTIR.
BAR 1

RETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.

2. Pemerintah Daersh adalah Kepala Daerah beserta
perangkat Daerazh Otonom yang lain scbagai Badan
Eksekulil Daerah.

3. Kepala Dacrah adslah Walikota Palembang.

4. Wakil Kepsla Daerah adalah Wakil Walikota Palem-
bang.

3. Sekretaris DNaerah Kota adalah Sekretaris Daerah
Kota Palembang.

6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota
Palembang.

7. Kepala Dinas adalah Kepalas Dinas Perhubungan Kota
Palembanz.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, psrseroan komandiler, perserocan
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah
dengan nawa dan bentuk apapun, persckulwvan, perkum-
pulan, firma, kongsi, koperasi, yavasan atau arga-
nisasi yang sejenis, lembags, dana pensiun, bentuk
usaha lelsp serta badan usaha lainnya.

9. Piarkir adalah keadaan tidak bergersk sustu kenda—
faan yang tidak bersifat sementara.

10. Tempal parkir adalali tempat yang dilentukan dan
ditelapkan oleh Kepala Daerah sebaupai tempat untuk
memarkir kendaraan.

ii. Tempat parkir umum adalah tempat untuk memarkir
kendaraan melipuli pinggir jalan dan pelataran
parkir atau lingkungan parkir yang disediakan oleh
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13.

14.

15.

16.

17,

19,

21.

23.

Pemerintah Daeral,
_3_

Tempat parkir insidental adalah tempat-tempul
purkir kendaraan yang disclenggnrakan secaras Lidak
tetap atau tidak permanen karenma adanya suatu
kepentingan atauw kegiatan, baik mempergunakan
[asiliatas umum maupun fasilitas lainnya.

Retribusi parkir adalah biaya yang dipungut atas
peaberian pelayanan dan fasilitas tempal parkirc di
badan jalan.

Masa Retribusi adalah suvatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
Kendaraan adalah setiap kendaraan yang bermotor
maupun tidak bermotor bailk yang tergolong kendarasn
umum maupun yang tidak tergolong kendaraan tidak
umumn.

Surat Pendallurun Objek Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SPAORD adalah surat yang
digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan
objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar
perhitungan dan pembayarcan retribusi yanz terutans
menurut peraturan perundang-undangan rvetribusi
Daerah.

Sural Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat keputusan yang mencentu-
kan besarnys jumlah retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daeral Kuramg Bavar
Tambahan yang selanjulnya disingkat SKRDKBT adalah
sursat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah relribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Relribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjulnys disingkat SKRDLB adalah sural keputusan
vang menentukan jumiah kelebihan pembayaran retri-
busi karena kredil retribusi lebih besar gari
relribusi yang terutang atau tidak seharusnya teru-
tang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang sclanjutnya
disingkal STRD adalah surat untuk melakukan Lagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

Sural Kepulusan Keberatan adalah sural keputusan
atas keberatan terhadap SKRD alau dokumen lain vang
dipersamakan, SKRDKDT dan SKRDLB yang diajukan oleh
Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau
keterangsn lainnya dalam rangka pengawasan kepatu—
han pemenuhan kewajiban retribusi Daecrah berda—
sarkan peraturan perundang-undangan relribusi
Daersh.

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah
adalalh serangkaian tindakan yang dJdilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukli yang dengan bukti itu membuast terang tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangka.

BAB I1
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUST
Pasal 2

Dengan nama Relribusi Parkir dipungutl retribusi se-
bagai pembayaran atas pelaysnan dan fasilitas tempat
parkir.
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Pasal 3

Ubjek retribusi adalah pemberian pelayanan dan lasili-
tas tempat parkir di badan jalan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang atau badan yang mempera-
leh pelayanan dan fasilitas tempat parkir di badan
Julan.

BAD 111
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNA JASA
Pasal 5§

Tingkat penggunaan jasa, diukur berdasarkan pelayanan
dan Tasilitas tempat parkir.

BAB TV

PRINSIP DAN SASBARAN DALAM FENETAPAN STRUKTUR
SERTA BESARNYA TARIF

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan stlruklur dan
besarnya tarif retribusi dimaksud untuk menutupi
biayas penyelenggaraan pemberian pelayanan dan
fasilitas tempat parkir di badan jalan berdasarkan
jenis dan klasifikasi.

{2) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
meliputi untuk kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pemantavan pelaksanaan perparkiran di badan jalan.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

Struktur dan besarnyr tarif retribusi pemberian pe-
layanan dan fasilitas tempat parkir, adalah sebagai
berikut :

1. Parkir umum :

4. Di Lokasi pusal kota (CRBD)
1) Mobil barang dengan keretla gandeng
dan kereta tempal ........... Rp. 7.000.-

2) Mcbil barang dengan tonase :
&) Mobil barang dengan tonasc
diatas 10 ton ...... c0.00. Rpe 4.000.-
b) Mobil barang dengan tonase
5 ton s/d. 10 tan ........ Rp. 3.000.-
¢) Mobil barang dengan Lonase

2 ton s/d. 4 ton ......... Rp. 2.000.-
d) Mobil Llangki alau mobil
BOE DBBEL .o rivicemiv smivey Rp., 3.500.-

¢) Mobil tangki atau mobil
box Keeil .ecaiaemaas wesm Bpe 203005—



3) Mobil hus :

a) Mobil bus besar ......... Rp.2.500.-
b) Mobil bus sedang ....... . Bp.2.5006.-
¢) Mobil bus kecil .-....:-= Rp.1.000.-

4) Mehil penumpang, sedan,

pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 1.000.-
5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 750.-
6) Sepeda motor ...... 00020..-- RD. 500.-
7) Sepeda ...vcresermmene e P . 1 200.-

lokasi luar pusat kola :
1) Mobil barang dengan kereia
gandeng dan kereta tempal .. Kp. 5.000.-

2) Mobil barang dengan tonase 3
a) Mobil barang dengan tonase

diftas 10 tOn .ccvessss---- Rp. 3:000.-
b) Mobil barang dengan Lonase

S ton s/d. 10 ton ........ Rp. 2.000.-
¢) Mobil barang dengan lonase

2 ton §/d. 4 OO ..o ee. Rp. 1.500.-
d} Mobil tangki atau mobil

hox besar wsesaeaess RS Rp. 3.000.-
e) Mobil tanzki atau mobil

box kecil cecesveavisessns Ris 2:000.-

3) Mobil bus :

a) Mobil bus besar ......... Rp.2.000.=
b) Mobil bus sedang ........ Rp.1.500.~
e) Mobil bus keegil ......... Rp. 500.-

4) Mobil penumpang, sedang,

pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 500.-
5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 350.-
6) Sepeda mMOLOT .....aecazoaz-e Rp. 300.-
T7) BeEpEdR +c.ieisivassedaaidieeit Rp. 100.-

Di jalan dan Kawasan parkir tertentu di pusat
kota dapat diterapkan parkir progresive dengana
tambahan tarifl retribusi parkir seliap jamnya
sebesar
1) Mobil barang dengan kerela

gandeng dan kereta tempal .. Rp. 1.000.-

2) Mobil barang dengan tonase
a) Mobil barang dengan tonase

diatas 10 'ton ;.. .cdseess Rp-. 500.-
b) Mobil barang dengan tonase

5 ton s/d. 10 ton .....-.. . Rp:. 500.-
¢) Mobil barang dengan lonsse

2 ton s/d. 4 LON <o .. Rp. 300.-
) Mobil tangki atau wmabil

BOX o cwweesa B e .1 500.-

1) Mobil bus

a) Mebil bus besar ......... Rp. 500.-
h) Mobil bus sedang .....--- Rp. 500.-



c) Mobil bus kecil ...ic..5. Rp. 250,.-

. =
4) Mobil pernumpang, sedang,

pick-up dan sejenisnya ..... Rp. 250.-
5) Kendaraan bermotor roda tiga Rp. 150.-
6) Sepeda mMolOT ......cicnnanas Rp. 100.-
7) Sepeda ..... I e D Y 50.—

2. Penderekan atau penindakan kendaraan bermotor :

a. Mobil barang, mobil bus bhesar,

mobil bus sedanpg, mobil Langki

danimobdl Bewe s se v idaiiesies Rp.75.000.=
L. Mabil bos keeil, mobil penumpang,

sedan, pick-up dan sejenisnya.. Rp.30.000.-
¢. Sepeda MOLOT ... .o enaenns . Bp.10,000.-

3. Pemasangan kunci roda (wheel lock) :

4. Mobil barang, mobil bus besar,

mobil bus sedang, mobil Langki

dan mobil hoX evssssivies dmies s Rp.75.000.-
b. Mobil bus kecil, mobil penumpang,

sedan, pick-up dan sejenisnya.. Rp.50.000.-

4. Tempal parkir pool bagi kendaraan yang melanggar
ketentuan :

4. Mobil barang, mobil bus besar,
mobil bus sedang, mobil tangki

dan MOBEl DO . cowawriasimanan e Rp.25.000.-
b. Mebil bus keeil, mobil penumpang,
sedan,; pick-up dan sejenisnya.. Rp.10.000.-
Buy SePedR: MOLOT &2 imi s i s Sube s wiae Kp. 2.300.-
BAB V1

WILAYAHL PEMUNGUTAN
Pasal 8
Retribusi yang terutang dipungut dalam Daerah.
Pasal 9

Saat retribusi lerutang adalah pada saat diterbit-
kannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

RAR VII
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 10

(1) Wajib retribusi harus mengisi SPAORD.

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal ini,
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyam-—

psian SPJORD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, ditelapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB VIII

PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPAORD sehagaimana dimaksud ayat (1)
pasal 10 ditetapkan retribusi terutang dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain ysug dipersama-
kan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemu-
kan data baru dan alaw data ysng semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
retribusi yang lerulang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tala cara penerbitan SKRD atau
dokumen lsin vang dipersamakan sebagaimana dimak-
sud ayat (1) dan SKRDKBT sehagaimana dimaksud sayat
(2) passl ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

{2} Retribusi dipungul dengan mengegunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAR X
SANKESI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Relribusi tidak membayar retribusi
tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % {dua per-—
seratus) setiap bulan dari retribusi yang lerutang
atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB X1

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutanzg harus di-
lunasi seckalipus.

(2) Tata cara pembayaran, penyctoran, Lempat pem-
buyaran retribusi diatur dan ditetapkan oleh
Kepala Daerah.
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BAB X1}
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

Pengeluaran surat Leguranjperingatan/surat lain
yang sejenis scbagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh)
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat tepuran/peringatan/surat fain yang sejenis,
wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang
terhulang.

Surat teguran sehagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIIT
KEBERATAN
Pasal 16

wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
atas SKRD alau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRODKRT dan SKRDLB.

kKeberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan
dtas kelotzpan Relribusi, Wajib Retribusi harus
dapat membuktikan ketidakbenaran ketelapan Retri-
busi tersebul.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
Jama 2 (dua) bulan scjak tanggal SKR atau dokumen
tain yang dipersamakan, SKRDBKT dan SKRDLE diter-
bitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagsai-
mana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini tidak
dianggap swebagai surat keberatan, sehingza tidak
dipertimbangkan.

Pengajuan keberstan tidak menunda kewajiban mem-
bayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retlri-
busi.

Pasal 17

Kepala Daerah dalum jangka waktu paling lama 6
(emam) bulan sejak tunggal Surat Keberatan diteri-
ma harus memberikan Keputusan atas keberatan yang
diajukan.
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Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak
atau menambah besarnya retribusi yang lerutang.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat (1)
pasal ini, telah lewat dan Kepala Daeral tidak
memberikan suatu keputusan, keberatan yang diaju—
kan tersebut disnggap dikabulkan.

BAD X1V
PENGEMBALIAN KELEBTHAN PEMBAYARAN
Pasel 138

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retri-
busi dapat mengajukan permchonan pengembalian
kepada Kepala Naerah.

Kepuls Daerah dalam janpka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebi-
han pembayaran Relrilinsi sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu scbagaimana dimaksud ayat {2)
pasal ini, telah dilampaui dan Kepala Daerah Liduk
memberikan susatu keputusan, permohonan pengemba-
lian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan
SKEDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi
lainnyva, kelebihan pembayaran retribusi sechagai-
munys dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diper-
hitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
retribusi Lersebul.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi se-
bagaiamana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan scjak
diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
relribusi diajukan lertulis kepada Kepala Daerah
dengan sekurang-kurangnya menyebulkan :

4, nama dan alamat Wajib Relribusi;
b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. mlasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui
pos tercatal.

pPukli penerimaan oleh Pejabal atau bukti pengiri=-
man pos tercalal merupakan bukti sasl permohonan
diterima oleh Kepala Daerah.
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Prasal 20

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan
retribusi. )

Apabila kelebihan pembayaran relribusi diperhi-
tungkan dengan ulang retribusi lainnya, sebagai-
mann dimaksud ayat (4) pasal 18 Peraturan Dacrah
ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah-
Bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebugal bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

Kepala Daerah dapal memberikan pengurangan, keri-
nganan dun pembebasan retribusi.

pemberian pengurangan, keringapman dan pembebasan
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan
memper 1 ihatkan kemampuan Wajib Retribusi.

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi diletapkan oleh Kepala Daerah.

DAB XVT
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, ksdaluar-
sa selelah melalui jangka waklu 3 (tiga) tahun
terhitung sejaka saal lerutang retribusi, kecuali
apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana
dibidang retribusi.

Kadalnarsa pensgihan retribusi sebagaimana dimak-

sud ayat (1) pasal ini, tertangguh apabila :
4. diterbitkan Surat Teguran, atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Re-
tribusi buaik langsung maupun: tidak langsung.
DAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-

(2)

bannya sehinpgga merugikaan keuangan Paerah diancam
pidana kurungan paling lama 6 {enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (emput) kali jumlah retribu-
si terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini adalah, pelanggaran.
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BAB XV1Il

PENYIDIKAN
Pasal 24

(1) Selain pejabal penyidik umum yang bertugas menyi-
dik tindak pidana, penyidikan tindak pidana se-
bagaimana dimaksud dalam Peraluran Paerah ini,
dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neperi
Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerinlah
Dacrah yang pengangkalannya diletapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(2) Dalam melaksanakan lugss penyidikan, Penyidikan
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) scbagaimana dimaksud
ayat (1) pasal ini, berwenang :

u. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang
tentang adanya tindak pidanu;

b, melakukan tindakan pertama pads Saal itu ditem-
pat kejadinan dan melakukan pemeriksaans

¢. menyuruh berhenti seorang tersangka dan meme-
riksa tands pengenal dari tersangka;

d. melakukan penyitaan benda atau sural;
¢. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang wnluk didengar dan diperiksa
sebagai lersangka atau saksi;

£. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannys dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan seelah menda-
piat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapal
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukam
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
penyidik memberitahukan hal tersebut kepada
penulut umum, tersangka atdau kKeluarganya;

i. mengadakan Llindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 235

Dengan berlakunya Peraturan Daersh ini, maka Peraturan
Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat 1! Palembang Nomor 5
Tahun 1996 lentang Retribusi Tempat Parkir Kendarsan
Dalam Kotamadya Daerah Tingkat 1! Palembang dan Pera-
turan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Perubshan Perlama Peraturan Dacrah Kotlamadya Darah
Tingkat 11 Palembang Nomor § Tahun 1996 tentang
Retribusi Tempat Parkir Kendaraan Dalam Xotamadya
Daerah Tingkat 11 Palembang, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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rasal 2o

(1) Dinas Perhubungan -adalah Instansi teknis peluksa-
na Peraturan Daerah ini.

(2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan Koordinator
Pemungutan Relribusi Daerah.

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah scepanjang
mengenai pelaksanaannyas.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya seliap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Palembang.

Pitetapkan di Palembang
pada tangpgal 3 April 2002

iundangkan di Palembang
anggal 3 — & - 2002

file: spabral ko retparkirli-i1



